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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, persepsi
wajib pajak terhadap sistem Coretax, dan kualitas pelayanan terhadap minat
menggunakan jasa konsultan pajak. Kesenjangan antara jumlah wajib pajak yang
terdaftar pada KKP Prima dengan tingkat pertumbuhan klien yang cenderung
stagnan dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
asosiatif dengan metode survei terhadap 68 responden wajib pajak aktif. Data yang
terkumpul dianalisis menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 26
untuk melakukan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan regresi linier
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan
persepsi wajib pajak mengenai Coretax berpengaruh signifikan terhadap minat
menggunakan jasa konsultan pajak, sedangkan kualitas pelayanan tidak
berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan literasi
perpajakan dan persepsi positif terhadap implementasi sistem perpajakan digital
memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap minat menggunakan jasa konsultan
dibandingkan aspek pelayanan.

Kata Kunci: pengetahuan perpajakan, persepsi Coretax, kualitas pelayanan
KPP, minat wajib pajak, konsultan pajak.
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THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAXPAYERS
PERCEPTION OF CORETAX, AND KPP SERVICE
QUALITY ON TAXPAYERS INTEREST IN USING
PRIMA TAX CONSULTANT SERVICES

Sang Ayu Trisna Budiardelia
2115654062
(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax knowledge, taxpayers’ perception
of the Coretax system, and service quality on the interest in using tax consultant
services. The research is motivated by the gap between the number of registered
taxpayers at KKP Prima and the stagnant growth of clients from year to year. A
quantitative associative approach was employed with a survey method involving 68
active taxpayers as respondents. The collected data were analyzed using IBM SPSS
Statistics version 26, including validity and reliability tests, classical assumption
tests, and multiple linear regression analysis. The findings reveal that tax
knowledge and taxpayers’ perceptions of Coretax have a significant effect on the
interest in using tax consultant services, while service quality does not show a
significant influence. These results indicate that enhancing tax literacy and
fostering positive perceptions of digital tax system implementation contribute more
substantially to taxpayers 'interest in engaging tax consultants compared to service
quality aspects.

Keywords: tax knowledge, Coretax perception, KPP service quality, taxpayer
interest, tax consultant.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan instrumen penting dalam pembiayaan negara dan
pembangunan ekonomi. Untuk memastikan ketaatan wajib pajak dan
optimalisasi penerimaan pajak, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan
perpajakan, termasuk pengetahuan perpajakan yang komprehensif dan sanksi
yang tegas bagi pelanggar(Linawati & Widyastuti, 2024). Sistem perpajakan
yang baik harus mencakup prosedur yang jelas dan mekanisme pengawasan
yang efektif agar dapat mencegah dan mendeteksi tindakan evasi pajak.
Berdasarkan APBN 2020, pajak diketahui memberikan kontribusi besar
terhadap penerimaan negara sebesar Rp.1.865,7 triliun yang berarti pajak
menyumbang 83,54% dari total pendapatan negara (Rp.2.233,2 triliun).

Artinya pajak memegang peranan yang sangat penting dalam pencapaian
tujuan negara dan menjalankan pembangunan, tanpa pajak sebagian besar
kegiatan negara akan sulit terlaksana. Penggunaan pajak seperti belanja
pegawai, biaya pembangunan seperti jembatan, sekolah, rumah sakit dan
lainnya. Semakin banyak pajak yang dipungut maka akan semakin banyak
infrastruktur yang dapat dibangun dalam suatu negara(Figus et al., 2020).
Namun, efektivitas kebijakan ini dalam mengurangi evasi pajak masih
menjadi pertanyaan yang perlu dikaji lebih lanjut (Krzikallovd &

ToSenovsky, 2020).



Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini telah beberapa Kali
mengalami perubahan sistem, dimulai dengan official assessment system,
kemudian withholding system serta yang terakhir adalah self assessment
system. Di bawah system self assessment, wajib Pajak diberi kepercayaan,
wewenang, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri
besarnya pajak yang harus dibayar, membayar, dan melaporkannya ke kantor
pelayanan pajak tempat ia terdaftar. Penerapan self assessment system sebagai
dasar pungutan pajak di Indonesia belum sepenuhnya mampu merubah wajib
pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya secara mandiri dan jujur(Doerr
& Necker, 2021).

Konsekuensi dari sistem self-assessment adalah setiap wajib pajak yang
memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan
Pajak Selain itu, setiap wajib pajak harus menghitung dan menyetorkan pajak
yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa
mengandalkan adanya ketetapan pajak. Ditjen Pajak akan menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak atas semua Surat Pemberitahuan hanya kepada wajib pajak
tertentu yang disebabkan oleh ketidaktepatan penyampaian Surat
Pemberitahuan atau ditemukannya data pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib
pajak(Némec et al., 2021).

Banyak faktor yang menghambat wajib pajak untuk menerapkan self
assessment system, salah satunya adalah karena kurangnya pengetahuan wajib

pajak terhadap peraturan dan tata cara perpajakan, dimana hal tersebut dapat



diatasi dengan menggunakan jasa konsultan pajak. Konsultan pajak cenderung
memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan wajib pajak biasa,
sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat untuk memecahkan masalah
yang dihadapinya (Batrancea et al., 2022).

Wajib pajak dapat menggunakan jasa konsultan pajak untuk memudahkan
dalam pengurusan kewajiban perpajakannya, tidak terbebani dengan urusan
administratif pajak, meminimalkan terjadinya kesalahan perpajakan,
perusahaan dapat lebih fokus dalam mengembangkan bisnisnya, dan dapat
melakukan perencanaan pajak. Peran Konsultan pajak seperti memberitahu
mengenai akibat yang ditimbulkan transaksi, memberitahu aspek perpajakan,
menentukan waktu penghitungan pajak, dan mewakili wajib pajak dalam hal
bernegosiasi dengan fiskus, pembuat kebijakan, dan pejabat pengadilan
(Acosta-Ormaechea & Morozumi, 2021).

Salah satu faktor wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak adalah
pengetahuan perpajakan mereka. Pengetahuan perpajakan merupakan salah
satu variabel yang dapat mepengaruhi minat wajib pajak dalam menggunakan
jasa konsultan pajak. (Herman et al., 2023). Sistem perpajakan di Indonesia
memiliki peraturan yang kompleks dan sering berubah, akibatnya wajib pajak
sulit untuk memahami pengetahuan peraturan tersebut. Hal ini membuat
banyak wajib pajak kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dan cenderung
memilih untuk menggunakan jasa konsultan pajak, karena konsultan pajak
dinilai memiliki lebih banyak pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dan

pengalaman dalam menyelesaikan masalah perpajakan (Suyanto, 2020).



Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pada umumnya ada saja wajib pajak
yang masih kurang memahami pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), hal ini
tentunya berimplikasi pada kurangnya pemahaman kewajiban perpajakan bagi
wajib pajak (Hendrylie et al., 2023).

Pada penelitian Hartanti & Nuryatno (2019), pengetahuan perpajakan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan jasa konsultan
pajak(Vincent, 2021). Selain itu diterapkanya sistem baru dalam melaporkan
perpajakan yaitu Core Tax Administration System merupakan salah satu upaya
reformasi di bidang perpajakan yang bertujuan untuk menyederhanakan proses
bisnis perpajakan. Sistem ini mempermudah berbagai aspek, salah satunya
dalam hal pengawasan pajak. Melalui integrasi data, otoritas pajak dapat
melakukan pengawasan dengan lebih efektif dan efisien terhadap perpajakan
melalui data-data dari pihak ketiga. Wajib pajak harus menerapkan kebijakan
perpajakan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
agar dapat terhindar dari permasalahan sengketa pajak sekaligus mengurangi
risiko terjerat kasus pidana perpajakan (Sukma, 2023). Hasil penilaian menjadi
instrumen penting dalam mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki serta
merancang strategi efektif untuk mendorong kesadaran wajib pajak dan
meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan (Permatasari et al.,
2021).

Faktor lain yang mepengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya adalah kualitas pelayanan perpajakan (petugas

pajak). Fiskus adalah pejabat pajak yang diangkat oleh pemerintah untuk



melaksanakan tugas administrasi dan mengawasi pelaksanaan perpajakan,
serta pengenaan dan pemungutan pajak kepada masyarakat. Pelayanan pada
wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak agar kepatuhan
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat meningkat.
Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan
memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada wajib pajak
sebaliknya pelayanan fiskus yang kurang menguntungkan bagi wajib pajak
membuat mereka beralih ke konsultan pajak untuk membantu mereka dalam
memenuhi kewajiban perpajakan Pada penelitian Gosal & Utami (2020) dan
Pahala et al (2021), kualitas pelayanan berkorelasi positif terhadap minat
menggunakan Jasa Konsultan Pajak di Konsultan Pajak Howard. Sementara
pada penelitian Hartanti & Nuryatno (2019), kualitas pelayanan fiskus tidak
mepengaruhi minat menggunakan jasa konsultan pajak.

Pemilihan Kantor Konsultan Pajak (KKP) Prima Artha sebagai objek
penelitian didasarkan pada reputasi kantor tersebut yang dikenal memiliki
profesionalisme tinggi dalam memberikan layanan perpajakan serta memiliki
klien dari berbagai sektor usaha, sehingga dapat memberikan gambaran yang
representatif mengenai perilaku dan preferensi wajib pajak. Selain itu, KKP
Prima merupakan salah satu kantor yang aktif mengikuti perkembangan
teknologi perpajakan, termasuk implementasi sistem Coretax, sehingga
memungkinkan peneliti untuk mengkaji persepsi wajib pajak terhadap sistem
tersebut secara langsung. Ditambah dengan komitmen KKP Prima Artha dalam

menjaga kualitas pelayanan, kantor ini menjadi lokasi yang tepat untuk



meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan, persepsi terhadap sistem digital,
dan kualitas layanan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa
konsultan pajak.

Perubahan kebijakan perpajakan yang terjadi dalam beberapa tahun
terakhir menuntut wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, untuk
menyesuaikan diri dengan aturan baru guna memastikan kepatuhan perpajakan
secara berkesinambungan. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi ini
meliputi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, persepsi
mereka terhadap efektivitas sistem perpajakan berbasis elektronik seperti
Coretax, serta kualitas layanan yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak
(KPP). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap minat
wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak di Kantor Konsultan
Pajak (KKP) Prima.

Tabel 1. 1

Jumlah Klien Terdata Di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Prima
Tahun 2022-2025

Prima Artha Pratama & Bharata Pratama &
Konsultama Partner Rekan
TAHUN (PAK) (PP) (BPR) Jumlah
2022 48 69 78 195
2023 44 83 75 202
2024 40 88 79 207
2025 35 93 87 215

Sumber : Kantor Konsultan Pajak Prima
Tabel diatas merupakan jumlah klien yang terbagi kedalam 3 kelompok
yang menggunakan jasa konsultan pajak di Prima. dari tabel tersebut dapat
disimpulkan

terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap minat



menggunakan jasa konsultan pajak. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem
perpajakan di Indonesia mengalami banyak perubahan, terutama dengan
diterapkannya sistem digital seperti Coretax yang bertujuan untuk
mempermudah administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak. Namun,
kenyataannya, tidak semua wajib pajak memahami aturan perpajakan dengan
baik atau merasa nyaman menggunakan sistem digital tersebut.

Banyak yang masih kebingungan dalam mengurus kewajiban perpajakan
mereka, baik karena kompleksnya peraturan perajakan, ketidakpastian
terhadap sistem baru seperti Coretax, maupun karena pelayanan di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) yang dianggap belum sepenuhnya memuaskan.
Kondisi ini mendorong sebagian wajib pajak untuk mencari bantuan
profesional, salah satunya melalui jasa konsultan pajak. Konsultan Pajak
Prima, sebagai penyedia jasa di bidang perpajakan, melihat adanya
peningkatan permintaan layanan, namun belum diketahui secara pasti faktor-
faktor apa yang mendorong minat wajib pajak menggunakan jasa mereka. Oleh
karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh
mana pengetahuan perpajakan, persepsi terhadap Coretax, dan kualitas
pelayanan KPP memengaruhi keputusan wajib pajak dalam menggunakan jasa
Konsultan Pajak Prima.

Dalam menjalankan kegiatan perpajakan, jumlah Wajib Pajak (WP) yang
terdaftar menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur potensi
penerimaan dan efektivitas pelayanan di Kantor Konsultan Pajak (KKP).

Berdasarkan data yang tersedia, total keseluruhan Wajib Pajak (WP) dari tahun



2022 hingga 2025 yang tercatat di KKP ini mencapai 819 Wajjib Pajak (WP)
orang pribadi dan badan. Namun, jika dilihat dari sisi pertumbuhan klien aktif
menggunakan jasanya atau Wajib Pajak (WP) yang benar-benar menggunakan
jasa konsultan secara konsisten, jumlah total bertambah hanya sebanyak 25
klien dalam periode terakhir jika dihitung dari peningkatan klien yang terjadi
di setiap tahunya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup
signifikan antara potensi yang ada dan realisasi layanan yang diberikan.

Dengan kata lain, meskipun terdapat ratusan Wajib Pajak (WP) dalam
basis data, hanya sebagian kecil yang benar-benar memanfaatkan layanan
Kantor Konsultan Pajak (KKP) Prima. Kesenjangan ini perlu mendapat
perhatian serius karena bisa berdampak langsung terhadap keberlangsungan
dan perkembangan Kantor Konsultan pajak (KKP) Prima ke depannya. Jika
tidak ada upaya yang terarah untuk menjembatani perbedaan ini, maka potensi
yang sebenarnya bisa dioptimalkan justru akan terbuang sia-sia. Oleh karena
itu, penting untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya
pertumbuhan klien dan mencari solusi yang tepat agar Kantor Konsultan Pajak
(KKP) Prima dapat lebih maksimal dalam mengonversi potensi menjadi relasi
yang produktif.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian
terkait minat wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak prima
melalui penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi
Wajib Pajak Mengenai Coretax, dan Kualitas Pelayanan Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Prima”



B. Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh

pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak mengenai coretax sistem, dan

kualitas pelayanan yang diberikan terhadap minat wajib pajak dalam

mengadopsi jasa konsultan pajak. Rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap
minat menggunakan jasa konsultan pajak prima?

Bagaimana pengaruh persepsi wajib pajak mengenai coretax sistem secara
parsial terhadap minat wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak
prima?

Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pada suatu Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) secara parsial terhadap minat mengguanakan jasa konsultan
pajak prima?

Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak
mengenai Coretax, dan kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
secara simultan terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak

prima?

C. Batasan Masalah

Sebagai dasar cara untuk menghindari kesalahan pembaca penelitian yang

tidak sesuai dengan tema penelitian ini penulis dapat memfokuskan penelitian

dan pembahasan agar lebih efektif dan mampu dipahami oleh pembaca.

Adapun batasan masalah yang akan diteliti yaitu tingkat kepatuhan yang
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dimiliki oleh masyarakat selaku wajib pajak dalam rangka memenuhi

kewajibannya. Dimana variabel independen yang digunakan yaitu pengetahuan

perpajakan, persepsi wajib pajak mengenai coretax dan kualitas pelayanan

KPP. Pada variabel dependen vyaitu tingkat minat wajib pajak dalam

menggunakan Jasa Konsultan Pajak Prima.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan diantaranya:

1)

2)

3)

4)

Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan perpajakan
mempengaruhi minat menggunakan jasa konsultan pajak prima
Untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak mengenai
coretax mempengaruhi minat menggunakan jasa konsultan pajak
prima

Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan kantor
pelayanan pajak (KPP) mempengaruhi minat menggunakan jasa
konsultan pajak prima

Untuk mengetahui  bagaimana pengaruh  pengetahuan
perpajakan, persepsi wajib pajak mengenai coretax, dan kualitas
pelayanan kantor pelayanan pajak (KPP) mempengaruhi minat

menggunakan jasa konsultan pajak prima
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2. Manfaat Penelitian
Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat untuk
kepentingan pihak afiliasi terkait, sesuai dengan tujuan dari dilakukannya
penelitian ini, yaitu:
a. Manfaat Teoretis
Diharapkan secara teoretis penelitian tersebut dapat meluaskan
dan melengkapi pengetahuan yang berkaitan dengan sistem
perpajakan. Diharapkan juga mampu menjadi sumber informasi untuk
penelitian di masa mendatang, terutama masalah atau fenomena yang
berkaitan dengan reformasi sistem perpajakan khususnya di bagian
sistem administrasi inti pajak.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi Pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak
Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam
merancang strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak,
khususnya melalui penguatan program edukasi dan sosialisasi
terkait regulasi perpajakan serta pemanfaatan sistem Coretax.
Temuan bahwa pengetahuan perpajakan dan persepsi positif
terhadap sistem digital berpengaruh signifikan dapat menjadi
dasar dalam penyusunan materi pelatihan dan panduan teknis

yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak.
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2) Bagi Wajib Pajak
Penelitian ini memberikan gambaran praktis mengenai
pentingnya literasi perpajakan dan pemahaman terhadap sistem
Coretax dalam pengelolaan kewajiban pajak. Dengan demikian,
wajib pajak dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, baik
untuk mengelola kewajiban perpajakan secara mandiri maupun
dengan memanfaatkan jasa konsultan pajak, sehingga dapat
meminimalkan risiko kesalahan dan meningkatkan kepatuhan.
3) Bagi Kantor Konsultan Pajak (KKP) Prima
Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
evaluasi internal untuk meningkatkan strategi pelayanan dan
pemasaran jasa. Kantor konsulltan pajak (KKP) Prima dapat
memprioritaskan program pendampingan terkait edukasi
perpajakan dan penggunaan Coretax bagi klien, sehingga dapat
menarik lebih banyak wajib pajak yang membutuhkan
pendampingan profesional di bidang tersebut.
4) Bagi Politeknik Negeri Bali dan Mahasiswa
Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi pembelajaran di
bidang perpajakan, Kkhususnya yang berkaitan dengan
implementasi sistem administrasi perpajakan modern. Bagi
mahasiswa, penelitian ini dapat memperluas wawasan aplikatif

mengenai keterkaitan teori perilaku wajib pajak dengan praktik
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di lapangan, sekaligus menjadi bahan kajian dalam

pengembangan penelitian serupa di masa mendatang.



BAB YV

PENUTUP

A. Simpulan

1.

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menunjukkan bahwa
pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
minat menggunakan jasa konsultan pajak. Artinya, meskipun wajib
pajak dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang lebih tinggi akan
memiliki kecenderungan lebih besar untuk memanfaatkan jasa
konsultan pajak, pengaruh ini cukup kuat secara statistik.

Berdasarkan hasil analisis data, persepsi wajib pajak mengenai
Coretax justru menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap
minat menggunakan jasa konsultan pajak. Hal ini mengindikasikan
bahwa semakin buruk pandangan wajib pajak terhadap sistem Coretax
misalnya dari segi hambatan, kecepatan, dan transparansi justru
semakin mendorong mereka untuk memanfaatkan jasa konsultan

sebagai pendamping atau mitra pelaporan yang lebih profesional.

. Adapun kualitas pelayanan KPP juga menunjukkan arah pengaruh

positif, meskipun tidak signifikan. Temuan ini menandakan bahwa
pelayanan yang dirasa baik oleh wajib pajak di kantor pajak tidak
cukup kuat untuk memengaruhi keputusan mereka dalam mengadopsi
jasa konsultan, meskipun kecenderungannya tetap mendukung.

Secara keseluruhan atau secara simultan, variabel pengetahuan

perpajakan dan persepsi wajib pajak mengenai Coretax yang terbukti

69
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berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
pengetahuan perpajakan dan presepsi wajib pajak secara kolektif
memainkan peran penting dan tidak dapat diabaikan dalam
menentukan apakah seorang wajib pajak akan memilih untuk
menggunakan jasa konsultan pajak atau tidak.
B. Implikasi
1. Implikasi Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya
kajian ilmiah mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat wajib pajak
menggunakan jasa konsultan pajak dengan menggunakan kerangka Theory of
Planned Behavior (TPB). Hasil penelitian memperkuat bahwa pengetahuan
perpajakan, persepsi terhadap sistem administrasi berbasis digital (Coretax), serta
kualitas pelayanan KPP merupakan determinan penting dalam pembentukan niat
berperilaku wajib pajak. Dengan demikian, penelitian ini mendukung dan
memperluas penerapan TPB dalam konteks perpajakan di Indonesia, khususnya
dalam menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memutuskan penggunaan
konsultan pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian
selanjutnya dalam menguji variabel lain di luar model TPB yang berpotensi
memengaruhi minat wajib pajak.
2. Implikasi Praktis
Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait,
khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi perpajakan
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wajib pajak perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan
agar wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan
kewajibannya. Kedua, implementasi Coretax perlu terus dikembangkan agar lebih
user-friendly, transparan, dan reliabel sehingga dapat meminimalisasi persepsi
negatif wajib pajak terhadap sistem tersebut. Ketiga, kualitas pelayanan di KPP
harus terus ditingkatkan dengan mengedepankan profesionalisme, keramahan,
serta kecepatan pelayanan, karena kualitas layanan yang kurang optimal dapat
mendorong wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Dengan adanya
perbaikan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan minat wajib pajak untuk patuh
secara mandiri akan meningkat dan ketergantungan terhadap konsultan pajak
dapat lebih terkendali.
C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terus meningkatkan
kualitas pelayanan, khususnya pada aspek kecepatan, keramahan, dan kejelasan
informasi, sehingga kepercayaan wajib pajak dapat meningkat dan
ketergantungan terhadap konsultan pajak dapat ditekan. Selain itu, pengembangan
sistem Coretax perlu dilakukan secara berkelanjutan agar lebih mudah digunakan,
transparan, dan andal sehingga wajib pajak merasa nyaman dalam mengurus
kewajibannya secara mandiri. Wajib pajak juga diharapkan meningkatkan literasi
perpajakan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang disediakan DJP agar
dapat memahami hak dan kewajibannya dengan baik. Untuk penelitian

selanjutnya, disarankan memperluas objek penelitian di wilayah lain,
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menambahkan variabel lain seperti biaya jasa konsultan atau faktor psikologis,
serta mempertimbangkan metode campuran agar hasil penelitian lebih

komprehensif.
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